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BUPATI BONE BOLANGO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 
NOMOR 5 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO 

: bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi perkantoran 

yang tertata secara tertib, efektif dan efisien serta penyamaan 

sistem administrasi perkantoran dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Bone Bolango tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan 

pemerintah Kabupaten Bone Bolango, 

#1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4060) : 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango di Provinsi 

Gorontalo, 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038), 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor 507 1), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor5679), 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601): 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5286), 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887): 

Memperhatikan : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di 

Lingkungan Pemerintah Daerah, 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan 

di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah, 

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Pedoman Tata naskah Dinas 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN TATA 

NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE 

BOLANGO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
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otonomiseluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Bupati adalah BupatiBone Bolango. 

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone 

Bolango. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah 

unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk 

melaksanakan sebagian urusan dinas ataubadan. 

Tata Naskah Dinas adalah pengelolahan informasi tertulis yang 

meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, 

pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media 

yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi 

kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang dilingkungan Pemerintah Daerah. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah, 

a. 

b 

c. 

d 

? 
H
R
 mM

 
pa

t a 
. 
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ma

sa
 

prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas, 

. penyelenggaraan naskah dinas, 

naskah dinas, 

. penggunaan dan kewenangan atas nama, beliau, pelaksana tugas, 

pelaksana harian dan pejabat: 

paraf, penulisan nama, penandatanganan dan penggunaan tinta 

untuk naskah dinas, 

stempel, 

kop naskah dinas, 

. sampul naskah dinas, 

papan nama, dan 

perubahan dan pencabutan.
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BAB III 

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN NASKAH DINAS 

Pasal 3 

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas: 

a. 

b. 

Cc. 

d. 

(1) 

(2) 

(4) 

ketelitian: 

kejelasan, 

singkat dan padat, dan 

logis dan meyakinkan. 

Pasal 4 

Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 

diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan 

pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan 

didalam pengetikan. 

Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 

diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan 

materi dengan mengutamakan metode yang cepat dantepat. 

Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf d, diselenggarakan secara runtut, logis dan meyakinkan serta 

strukturkalimat harus lengkap danefektif. 

BAB IV 

PENYELENGGARAAN NASKAH DINAS 

Pasal 5 

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut: 

a. 

b 

c 

d. 

e 

f. 

g 

(1) 

pengelolahan naskah dinas surat masuk, 

. pengelolahan naskah dinas surat keluar, 

tingkat keamanan, 

kecepatan proses, 

penggunaan kertas surat, 

pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran, dan 

warna dan kualitas kertas. 

Pasal 6 

Pengelolahan naskah dinas surat masuk sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui : 

a. Organisasi Perangkat Daerah penerima melakukan penanganan
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naskah dinas surat masuk: 

a. penerima naskah dinas surat masuk dipusatkan di unit 

pengelolah atau unit yang menyelenggarakanfungsi 

kesekretariatan atau unitkearsipan: 

Naskah dinas surat masuk yang ditujukan kepada Bupati 

disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah 

melalui Sekretaris Daerah kepada Bupati: 

Naskah dinas surat masuk yang ditujukan kepada Sekretaris 

Daerah disampaikan melalui Kepala Bagian Umum 

Sekretariat Daerah kepada Sekretaris Daerah: 

Penerima naskah dinas surat masuk dianggap sah apabila 

diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di 

unit pengelolah atau unit yang menyelenggarakan fungsi 

kesekretariatan atau unit kearsipan, dan 

Naskah dinas surat masuk yang disampaikan langsung 

kepada pejabat atau staf di unit pengelolah harus 

diregistrasikan diunit kearsipan. 

Pengendalian naskah dinas surat masuk dilaksanakan melalui 

tahapan sebagaiberikut: 

a. Penerimaan naskah dinas surat masuk yang diterima dalam 

sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori 

klasifikasi keamanan: sangat rahasia (SR), rahasia (R), 

terbatas (T), biasa(B). 

Pencatatan naskah dinas surat masuk yaitu: 

1) naskah dinas surat masuk yang diterima dari petugas 

penerimaan yang telah dikelompokkan berdasarkan 

kategori klasifikasi keamanan. 

2) pengendalian naskah dinas surat masuk dilakukan 

dengan registrasi naskah dinas surat masuk pada sarana 

pengendalian naskah dinas, registrasi naskah dinas 

meliputi: 

a) nomo rurut. 

b) tanggal penerimaan. 

c) tanggal dan nomor naskahdinas. 

d) asal naskah dinas. 

e) isi ringkas naskah dinas. 

f) unit kerja yang dituju, dan 

g) keterangan. 

3) Sarana pengendalian naskah dinas surat masuk antara
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lain dapat berupa: 

a) buku agenda naskah dinas suratmasuk, 

b) kartu kendali, 

c) takah,dan 

d) agendaelektronik. 

c. Pengarahan terhadap dengan naskah dinas surat masuk 

dengan kategori yaitu: 

1) pengarahan naskah dinas surat masuk dengan kategori 

sangat rahasia, rahasia, dan terbatas disampaikan 

langsung kepada unit pengelolah yang dituju,atau 

2) pengarahan naskah dinas surat masuk dengan kategori 

biasa/terbuka dilakukan dengan membuka, membaca dan 

memahami keseluruhan isi dan maksud naskah dinas 

untuk mengetahui unit pengelolahh yang akan 

menindaklanjuti naskah dinas tersebut. 

d. Penyampaian terhadap naskah dinas surat masukyaitu 

1) naskah dinas surat masuk disampaikan kepada unit 

pengelolah sesuai dengan arahan dengan bukti 

penyampaian naskah dinas, 

2) bukti penyampaian naskah dinas surat masuk memuat 

informasi tentang: 

a) nomor urut pencatatan, 

b) tanggal dan nomor naskah dinas, 

c) asal naskah dinas, 

d) isi ringkas naskah dinas, 

e) unit kerja yang dituju, 

f) waktu penerimaan, dan 

g) tanda tangan dan nama penerima di unit pengelolah. 

3) Bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa: 

a) Buku ekspedisi, dan/atau 

b) Lembar tanda terima penyampaian. 

(2) Untuk agenda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b angka 2 huruf c, dilakukan apabila sarana dan prasarana, serta 

sumber daya manusia telah siap pada Perangkat Daerah. 

Pasal 7 

(1) Naskah dina surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf b adalah semua naskah dinas yang dikirim keorang/lembaga 

lain.
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(2) Naskah dinas surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan melalui: 

a. Konsep naskah dinas surat keluar diparaf secara berjenjang dan 

terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya, 

b. untuk pengendalian naskah dinas surat keluar melalui: 

1) 

2) 

3) 

4) 

pengiriman naskah dinas surat keluar dipusatkan dan 

diregistrasidi — unit yang menyelenggarakan fungsi 

kesekretariatan termasuk naskah dinas yang dikirimkan 

langsung oleh pejabat atau staf unit pengelolah, 

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati/Sekretaris 

Daerah disampaikan kepada Kepala Bagian Umum untuk 

mendapatkan penomoran, 

sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap 

kelengkapan naskah dinas surat keluar, meliputi: 

a) nomor naskah dinas, 

b) stempel dinas, 

c) tanda tangan, 

d) alamat yang dituju, dan 

e) lampiran (jika ada). 

Nomor Naskah Dinas sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b 

angka 4 adalah Nomor Naskah Dinas surat keluar dengan 

ketentuan yaitu : 

1) Susunan penulisan nomor naskah dinas yang bersifat 

pengaturan dan penetapan terdiri dari penulisan Nomor 

dan Tahun: 

2) Susunan penulisan nomor naskah dinas surat terdiri dari 

Kode Surat, singkatan OPD, Nomor Urut Surat sesuai 

agenda sesuai surat keluar, Bulan dan Tahun, 

c. Pengendalian naskah dinas surat keluar dilaksanakan melalui 

tahapan sebagaiberikut: 

1) Pencatatan naskah dinas surat keluaryaitu: 

a) naskah dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada 

sarana pengendalian naskah dinaskeluar. 

b) pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan 

registrasi naskah dinas pada sarana pengendalian naskah 

dinas keluar. Informasi sarana pengendalian naskah dinas 

keluarmeliputi: 

a) nomor urut, 

b) tanggal pengiriman,



2) 

3) 
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c) tanggal dan nomor naskah dinas, 

d) tujuan naskah dinas, 

e) isi ringkas naskah dinas, dan 

f) keterangan. 

Sarana pengendalian naskah dinas surat keluar antara 

lain dapat berupa: 

a) buku agenda naskah dinas keluar, 

b) kartu kendali, 

c) takah, dan/atau 

d) agenda elektronik. 

penggandaan naskah dinas surat keluar adalah kegiatan 

memperbanyak naskah dinas surat keluar dengan sarana 

reproduksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yaitu: 

a) 

b) 

penggandaan naskah dinas surat keluar dilakukan setelah 

naskah dinas surat keluar ditandatangani oleh pejabat 

yang berhak, dan 

penggandaan naskah dinas surat keluar yang kategori 

klasifikasi keamanannya sangat rahasia, rahasia, dan 

terbatas harus diawasi secara ketat. 

pengiriman naskah dinas surat keluar yaitu: 

aj 

d) 

naskah dinas surat keluar yang akan dikirimkan oleh unit 

pengolah dimasukkan ke dalam amplop dengan 

mencantumkan alamat lengkap dan nomor naskah dinas 

surat keluar sesuai dengan kategori klasifikasi 

keamanan: Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), 

dan Biasa(B), 

khusus untuk naskah dinas surat keluar dengan kategori 

klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), 

dan Terbatas (T) dimasukkan ke dalam amplop kedua 

dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju dan 

pembubuhan stempel dinas, dan/atau 

untuk mempercepat proses tindak lanjut naskah dinas 

surat keluar dapat dikirimkan secara khusus dengan 

menambahkan tanda u.p' (untuk perhatian) diikuti nama 

jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan 

yang dituju. 

Pengiriman Surat dapat menggunakan Media 

Sosial/WA/Instagram dll. 

4) Penyimpanan naskah dinas surat keluaryaitu
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a) kegiatan pengelolahan naskah dinas surat keluar harus 

didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit kearsipan 

yang berupa sarana pengendalian naskah dinas dan 

pertinggal naskah dinaskeluar, 

b) pertinggal naskah dinas surat keluar yang disimpan 

merupakan naskah dinas asli yang diparaf oleh pejabat 

sesuai dengan jenjang kewenangannya,dan 

c) penyimpanan pertinggal naskah dinas surat keluar 

diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan naskah dinas 

masuk yang memiliki informasi atau subyek yang sama. 

(3) Untuk agenda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

c angka 1 huruf c) angka 4), dilakukan apabila sarana dan 

prasarana, serta sumber daya manusia telah siap pada Perangkat 

Daerah 

Pasal 8 

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, 

dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas 

sebagai berikut: 

a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan 

sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya 

dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatannegara, 

b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya 

memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian 

negara, disintegrasibangsa, 

C. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan 

isi surat perlu mendapat perhatian penerimasurat: 

d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan 

sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada 

terhambat jalannya pemerintahan dan pembangunan, atau 

e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya 

biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak. 

Pasal 9 

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, sebagai 

berikut: 

a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat 

diterima, 

b. segera, dengan batas waktu 2x24 jam setelah surat diterima, 

C. penting, dengan batas waktu 3x24 jam setelah surat diterima, dan
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d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat 

diterima. 

Pasal 10 

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf e, sebagai berikut: 

a. 

b. 

kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 70 gram, 

penggunaan kertas HVS diatas 70 gram atau jenis lain, hanya 

terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai kesamaan 

tertentu dan nilai kegunaan dalam waktulama, 

penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau 

logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80gram, 

ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah 

Folio/F4 (215 x 330mm), 

ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan 

adalah A4 (210 x 297 mm), dan 

ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165x215 

mm). 

Pasal 11 

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf f, sebagai berikut: 

1. 

2. 

Jenis huruf yang digunakan dalam naskah dinas adalah : 

a. penggunaan jenis huruf pica, dan 

b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan. 

Spasi pengetikan naskah dinas masing-masing baris yaitu spasi 1 

atau 1,5 dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dengan 

memperhatikan aspek keserasian, estetika, banyaknya isi naskah 

dinas, 

. Pengaturan ruang tepi kertas adalah 

a. Ruang tepi atas apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi 

di bawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang- 

kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas, 

b. Ruang tepi bawah sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah 

kertas, 

c. Ruang tepi kiri sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas, 

dan 

d. Ruang tepi kanan sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan 

kertas. 

e. Penentuan ruang tepi sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c 

dan d bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau
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tidaknya isi suatu naskah dinas dengan memperhatikan aspek 

keserasian dan estetika. 

Pasal 12 

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

g, berwarna putih dengan kualitas baik. 

BAB V 

NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 13 

(1) Naskah Dinas terdiri atas : 

a. naskah dinas produk hukum daerah, dan 

b. naskah dinas surat. 

(2) Naskah dinas produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) huruf a berbentuk: 

a. peraturan, dan 

b. penetapan 

Bagian Kedua 

Bentuk DanSusunan 

Paragraf 1 

Naskah Dinas Produk Hukum Daerah 

Pasal 14 

(1) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di Lingkungan 

Pemerintah Daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a yaitu : 

a. Peraturan Daerah, 

b. Peraturan Bupati, dan 

Cc. Peraturan Bersama Bupati. 

(2) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di Lingkungan 

Pemerintah Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah Keputusan Bupati. 

Paragraf 2 

Naskah Dinas Surat 

Pasal 15 

Bentuk dan susunan naskah dinas surat di Lingkungan Kabupaten 

Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, 

terdiri atas:



ga 
»
?
 
A
P
»
 

p
a
 

. 
S
k
 

4
0
 

8
 
2
 
» 

HB 
N 
S
N
 

Ss
 

pn 

ac. 

ad. 

ae. 

(1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan 

instruksi, 

surat edaran, 

surat biasa, 

surat keterangan, 

surat perintah, 

surat izin, 

kesepakatan bersama/mou, 

surat perjanjian, 

surat perintah tugas, 

surat perintah perjalanan dinas, 

surat kuasa, 

surat undangan, 

. surat keterangan melaksanakan tugas, 

surat panggilan: 

nota dinas, ) 

nota pengajuan konsep naskah dinas, 

lembar disposisi, 

telaahan staf, 

pengumuman, 

Laporan, 

rekomendasi, 

surat pengantar, 

telegram, 

lembaran daerah, 

berita daerah, 

berita acara, 

. notulen, 

. memo, 

daftar hadir, 

piagam, 

sertifikat, dan 

STTPP. 

BAB VI 
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PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, 

PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT 

Bagian Kesatu 

Atas Nama dan Untuk Beliau 

Pasal 16 

 



(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 
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wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat 

setingkat dibawahnya. 

Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan 

wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat 

dua tingkat dibawahnya. 

Pejabat yang melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) tetap mempunyai tanggungjawab sedangkan 

pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus 

mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan 

wewenang. 

Bagian Kedua 

Pelaksana Tugas 

Pasal 17 

Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara 

pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang 

penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum 

dilantik. 

Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan 

KeputusanBupati atau Kepala Perangkat Daerah dan berlaku paling 

lama 1 (satu) tahun. 

Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas 

naskah dinas yangdilakukannya. 

Bagian Ketiga 

Pelaksana Tugas Harian 

Pasal 18 

Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat 

sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan 

wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif 

berhalangan sementara. 

Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan 

Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dan berlaku paling 

lama 3 (tiga) bulan. 

Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan atas naskah dinas sesuai kewenangannya yang 

dilakukan kepada pejabat definitif.
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Bagian Keempat 

Penjabat 

Pasal 19 

(1) Penjabat yang disingkat Pj merupakan pejabat sementara untuk 

jabatan Bupati. 

(2) Pj sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan 

sampai dengan pelantikan pejabat definitif. 

BAB VII 

PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN 

TINTA UNTUK NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Paraf 

Pasal 20 

(1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu 

diberikan paraf. 

(2) Naskah Dinas berupa produk hukum daerah sebelum ditandatangani 

terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar. 

(3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 

oleh pejabat terkait secara horizontal danvertikal. 

(4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan 

tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskahdinas. 

(5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4)meliputi: 

a. Paraf hirarki,dan 

b. Parafkoordinasi. 

(6) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pejabat 

dilingkungan sebagai Plt/Plh sampai dilantiknya pejabat defenitif 

atau berakhirnya surat penunjukan Plt/Plh. 

Bagian Kedua 

Penulisan Nama 

Pasal 21 

(1) Penulisan nama Bupati, Wakil Bupati pada naskah dinas: 

a. dalam bentuk dan susunan produk hukum yang berbentuk 

peraturan maupun berbentuk penetapan tidak menggunakan 

gelar, dan 

b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar. 

(2) Penulisan nama Sekretaris Daerah sebagai Pejabat yang 

mengundangkan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan



  

    
SALINAN 
  

tidak menggunakan gelar, pangkat danNIP. 

(3) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan gelar, nomor induk pegawai danpangkat. 

Bagian Ketiga 

Penandatanganan Naskah Dinas 

Paragraf 1 

Bupati 

Pasal 22 

(1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan 

produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: 

a. 

b. 

c. 

d. 

Peraturan Daerah, 

Peraturan Bupati, 

Peraturan Bersama Bupati, dan 

Keputusan Bupati. 

(2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan 

surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiriatas: 

tu
 

mp
 

An
 

rp
 

S
g
 

12
 

P3
 

OP
 

BB 
Tt 

mn 
F 

instruksi: 

surat edaran: 

surat biasa, 

surat keterangan, 

surat perintah, 

surat izin, 

kesepakatan bersama/mou, 

. surat perjanjian, 

surat perintah tugas, 

surat kuasa, 

surat undangan, 

surat keterangan melaksanakan tugas, 

. surat panggilan, 

nota dinas, 

lembar disposisi, 

pengumuman, 

laporan, 

rekomendasi, 

telegram, 

berita acara, 

memo, 

piagam,



(1) 
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v. sertifikat, dan 

w. STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) 

Pasal 23 

Bupati mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang 

pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada Perangkat Daerah yang 

membidangi pelayanan perizinanterpadu. 

Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah 

yang bersangkutan. 

Paragraf 2 

Wakil Bupati 

Pasal 24 

Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 

susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 

a. surat biasa, 

b. surat keterangan, 

surat perintah, 

surat izin, 

surat perintah tugas, 

surat keterangan melaksanakan tugas, 

nota dinas, 

ga
 

D
D
 

D
O
 

. lembar disposisi, 

telaahan staf: 

J- laporan, 

pe
te

 

k. rekomendasi, dan 

Il. memo. 

Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas 

meliputi: 

a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan, dan 

b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 terdiri atas: 

1) surat edaran, 

2) surat biasa, 

3) surat keterangan, 

4) surat perintah, 

5) surat izin, 

6) surat perintah tugas, 

7) surat keterangan melaksanakan tugas,
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8) nota dinas, 

9) lembar disposisi, 

10) pengumuman 

11) telegram 

12) berita acara, 

13) piagam, dan 

14) sertifikat. 

Paragraf 3 

Sekretaris Daerah 

Pasal 25 

(1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 

susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 

a. 

S 
s
a
 

m
0
 

A
O
 

aa
 

tt
 

n 
0
 

0
»
 

8 
N 

S8 
RN 

8$ 
s 

surat biasa, 

surat keterangan, 

surat perintah, 

surat izin, 

kesepakatan bersama/mou, 

surat perjanjian, 

surat perintah tugas, 

. surat perintah perjalanan dinas, 

surat kuasa, 

surat undangan, 

surat keterangan melaksanakan tugas, 

surat panggilan, 

. nota dinas, 

nota pengajuan konsep naskah dinas, 

lembardisposisi, 

telaahanstaf: 

pengumuman, 

laporan, 

rekomendasi, 

surat pengantar, 

lembaran daerah, 

berita daerah, 

berita acara: 

notulen, 

memo, 

daftar hadir, dan
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aa. piagam sertifikat. 

(2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas 

yang meliputi: 

a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berbentuk penetapan, 

dan 

dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 terdiri atas: 

1) surat edaran, 

2) surat biasa, 

3) surat keterangan, 

4) surat perintah, 

5) surat izin, 

6) kesepakatan bersama/mou, 

7) surat perjanjian, 

8) surat perintah tugas, 

9) surat undangan, 

10) surat keterangan melaksanakan tugas surat panggilan, 

11) nota dinas, 

12) pengumuman, 

13) telegram, 

14) berita acara, 

15) piagam, 

16) sertifikat, dan 

17) STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan danPelatihan) 

Paragraf 4 

Asisten 

Pasal 26 

(1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan 

surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 

h. 

ag 
» 

2 
A
O
 

v
 

» nota dinas, 

nota pengajuan konsep naskah dinas, 

lembar disposisi, 

telaahan staf, 

laporan, 

surat pengantar, 

notulen, dan 

memo. 

(2) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas
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bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

terdiri atas: 

a. surat biasa, 

b. surat keterangan, 

surat perintah, 

surat perintah tugas, 

surat perintah perjalanan dinas, 

surat undangan, 

surat panggilan, 

su
 

mM
? 

nota dinas, 

-a
- 

. nota pengajuan konsep naskah dinas, 

j. laporan, 

k. surat pengantar, dan 

l. daftar hadir. 

Paragraf 5 

Staf Ahli 

Pasal 27 

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan 

surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 

a. nota pengajuan konsep naskah dinas, 

b. telaahan staf: dan 

c. laporan. 

Paragraf 6 

Kepala Perangkat Daerah 

Pasal 28 

(1) Kepala Perangkat Daerah menandatangani naskah dinas dalam 

bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

terdiri atas: 

a. surat biasa, 

7 surat keterangan, 

surat perintah, 

surat izin, 

kesepakatan bersama/mou, 

surat perjanjian, 

surat perintah tugas, 

b
a
 

M
D
 

D
n
 

surat perintah perjalanan dinas, 

l
i
 

. surat kuasa, 

j-. surat undangan, 

k. surat keterangan melaksanakan tugas,
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pa
t 

. surat panggilan, 

. nota dinas, 

nota pengajuan konsep naskah dinas, 

lembar disposisi, 

telaahan staf: 

pengumuman, 

laporan, 

rekomendasi, 

berita acara, 

memo, 

daftar hadir, dan 

. sertifikat. 

Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah 

g 
S
s
»
 

1
2
9
 

0 
5 

H 

dinas yang meliputi: 

a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berbentuk penetapan, 

dan 

b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 terdiri atas: 

1) surat biasa, 

2) surat keterangan, 

3) surat perintah, 

4) surat undangan, dan 

5) sertifikat. 

Paragraf 7 

Sekretaris DPRD 

Pasal 29 

Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 

susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 

a. surat biasa, 

b. surat keterangan, 

surat perintah, 

surat izin, 

kesepakatan bersama/mou 

surat perjanjian, 

surat perintah tugas, 

L
P
?
 

An
 

surat perintah perjalanan dinas, 

surat kuasa: p
a
 4 

. 

j. surat undangan,
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" surat keterangan melaksanakan tugas, 

-—
 surat panggilan, 

. nota dinas, 

nota pengajuan konsep naskah dinas, 

lembar disposisi, 

telaahan staf: 

pengumuman, 

5
2
 

8 
0
?
 
B 

laporan, 

rekomendasi, 

berita acara, 

. memo, dan 

daftar hadir. 

Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas 

d
g
 

t
v
 

meliputi: 

a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berbentuk penetapan, 

dan 

b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 terdiri atas: 

1, surat biasa, 

2. surat keterangan, dan 

3. surat perintah. 

Paragraf 8 

Kepala UPTD 

Pasal 30 

Kepala UPTD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 

susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 

a. surat biasa, 

b. surat perintah, 

kesepakatan bersama/mou, 

surat perjanjian, 

surat perintah tugas, 

surat perintah perjalanan dinas, 

surat kuasa: 

tv 
m
0
 

a
A
n
 

surat undangan, 

ba
 surat keterangan melaksanakan tugas, 

J. surat panggilan, 

k. nota dinas, 

Il. nota pengajuan konsep naskah dinas,
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m. lembar disposisi, 

n. telaahan staf, 

pengumuman, 

laporan, 

rekomendasi, 
“
2
 9
 

berita acara, 

S. memo, dan 

t. daftar hadir. 

Kepala UPTD atas nama kepala dinas/badan menandatangani 

naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 

a. surat biasa: 

b. surat keterangan, 

Cc. surat perintah, 

d. nota dinas, dan 

e. daftar hadir. 

Paragraf 9 

Sekretaris Perangkat Daerah 

Pasal 31 

Sekretaris Perangkat Daerah menandatangani naskah dinas dalam 

bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

terdiri atas: 

a. surat biasa, 

b. surat keterangan, 

c. surat perintah, 

d. surat kuasa, 

e. surat undangan, 

f. nota dinas, 

g. nota pengajuan konsep naskah dinas, 

h. lembar disposisi, 

telaahan staf: 

j. laporan, 

pa
d 2
 

. 

k. memo, dan 

l. (daftar hadir. 

Sekretaris Perangkat Daerah atas nama Kepala Perangkat Daerah 

menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 

a. surat biasa,
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A
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surat keterangan, 

surat perintah, 

nota dinas, dan 

daftar hadir. 

Paragraf 10 

Camat 

Pasal 32 

Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan 

surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 

h
a
 

P2
? 
A
p
 

D
p
 

K
G
 

, 
5
0
 

2 
P
B
 

Ss 
£
 

surat biasa, 

surat keterangan, 

surat perintah, 

surat izin, 

kesepakatan bersama/mou 

surat perjanjian, 

surat perintah tugas, 

surat perintah perjalanan dinas, 

surat kuasa, 

surat undangan, 

surat keterangan melaksanakan tugas, 

surat panggilan, 

. nota dinas: 

nota pengajuan konsep naskah dinas, 

lembar disposisi, 

telaahan staf: 

pengumuman: 

laporan, 

rekomendasi, 

berita acara, 

. memo, dan 

daftar hadir. 

Camat atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam 

bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

terdiri atas: 

a. surat biasa, 

b. surat keterangan, 

c. surat perintah, dan 

d. surat undangan.
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Paragraf 11 

Kepala Bagian, Kepala Bidang 

Pasal 33 

Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam 

bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

terdiri atas: 

a. surat perintah, 

b. nota dinas, 

c. nota pengajuan konsep naskah dinas, 

d. lembar disposisi, 

e. telaahan staf: 

f. laporan, dan 

g. daftar hadir. 

Kepala Bagian, Kepala Bidang atas nama Kepala Perangkat Daerah 

menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 

a. surat biasa, 

b. surat keterangan, 

Cc. surat perintah, 

d. nota dinas, dan 

e. daftar hadir. 

Paragraf 12 

Lurah 

Pasal 34 

Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan 

surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 

a. surat biasa, 

» surat keterangan, 

surat perintah, 

surat izin, 

kesepakatan bersama/mou, 

surat perjanjian, 

surat perintah tugas, 

r
a
 

M
2
 

A
n
 

surat perintah perjalanan dinas, 

surat kuasa, ke
. 

«- 

j. surat undangan, 

k. surat keterangan melaksanakan tugas, 

1. surat panggilan, 

m. nota dinas,
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nota pengajuan konsep naskah dinas, 

lembar disposisi, 

telaahan staf: 

pengumuman, 

laporan, 

rekomendasi, 

berita daerah, 

berita acara, 

memo, dan 

daftar hadir 

Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam 

K
E
 

t
h
 

p
g
n
 
0
D
 

Oo 
» 

bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

terdiri atas: 

a. surat biasa: 

b. surat keterangan, 

c. surat perintah, dan 

d surat undangan. 

Paragraf 13 

Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi 

Pasal 35 

Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi 

menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 

a. nota dinas, 

b. nota pengajuan naskah dinas, 

c. telaahan staf, dan 

d. laporan 

Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi atas 

nama Sekretaris atau Kepala Bagian, Kepala Bidang 

menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 

a. surat perintah 

b. nota dinas, dan 

c. daftar hadir. 

Bagian Keempat 

Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas 

Pasal 36 

(1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
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(2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah 

dinas berwarna biru tua. 

(3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas 

berwarna merah. 

BAB VIII 

STEMPEL 

Bagian Kesatu 

Jenis 

Pasal 37 

Jenis stempel untuk naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 

terdiri atas: 

a. stempel jabatan, dan 

b. stempel perangkat daerah. 

Pasal 38 

(1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, 

Stempel Jabatan Bupati. 

(2) Stempel jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 

nama jabatan dan menggunakan lambing negara dengan pembatas 

tanda bintang. 

Pasal 39 

Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

huruf b, terdiri atas: 

a. stempel perangkat daerah dan atau lembaga lain, 

b. stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu, dan 

c. stempel UPTD. 

Bagian Kedua 

Bentuk, Ukuran dan Isi 

Pasal 40 

Stempel jabatan Bupati, dan stempel Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berbentuk lingkaran 

Pasal 41 

Ukuran stempel jabatan dan stempel perangkat daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 meliputi : 

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel 

perangkat daerah adalah 4 cm, 

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat 

daerah adalah 3,8 cm, 

Cc. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan 

perangkat daerah adalah 2,7 cm, dan
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d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 

maksimal 1 cm. 

Pasal 42 

(1) Ukuran stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi : 

a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel 

perangkat daerah adalah 1,8 cm, 

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan 

stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm, 

Cc. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan 

stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm, dan 

d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 

maksimal 0,5 cm. 

(2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, 

kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya. 

Pasal 43 

(1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang 

negara dengan pembatas tanda bintang. 

(2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

huruf a dan huruf b berisi nama Pemerintah Kabupaten Bone 

Bolango, nama perangkat daerah yang bersangkutan. 

(3) Stempel UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, berisi 

nama perangkat daerah dan nama UPTD yang bersangkutan. 

Bagian Ketiga 

Penggunaan 

Pasal 44 

(1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, adalah Bupati dan Wakil Bupati. 

(2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, Kepala Perangkat 

Daerah, Kepala lembaga lainnya, Kepala UPTD atau pejabat yang 

diberi wewenang. 

Pasal 45 

Perangkat Daerah yang berhak menggunakan stempel 

perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b 

meliputi: 

a. Sekretariat Daerah,
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b. Sekretariat DPRD, 

c. Inspektorat Daerah, 

d. Dinas Daerah, 

e. Badan Daerah: 

f. Kecamatan, dan 

g. Kelurahan. 

Pasal 46 

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan 

dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang 

menandatangani naskah dinas. 

Bagian Keempat 

Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel 

Pasal 47 

(1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk 

naskah dinas dilakukan oleh bidang Bagian Administrasi yang 

membidangi urusan Ketatausahaan pada Sekretariat Daerah. 

(2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah 

dilakukan oleh unit yang membidangi ketatausahaan atau bagian 

umum pada setiap perangkat daerah. 

(3) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk 

naskah dinas produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian Hukum. 

(4) Bagian Administrasi yang membidangi ketatausahaan atau bagian 

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

bertanggung jawab atas penggunaan stempel. 

(5) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Perangkat Daerah. 

Bagian Kelima 

Pengamanan 

Pasal 48 

Pengamanan terhadap penggunaan stempel naskah dinas di Lingkungan 

Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan kode registrasi 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

BAB XI 

KOP NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Jenis 

Pasal 49 

Jenis kop naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
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Bolango terdiri atas: 

a. 

b 

Cc. 

d 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

Kop Naskah Dinas Jabatan, 

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah, 

Kop Naskah Dinas Kecamatan, dan 

Kop Naskah Dinas Kelurahan. 

Bagian Kedua 

Bentuk dan Isi 

Pasal 50 

Kop Naskah Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 49 

huruf a, untuk Bupati/ Wakil Bupati menggunakan: 

a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan 

dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan 

susunan produk hukum, 

b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan 

dibagian tengah atas serta alamat, nomor telepon, nomor 

faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian 

tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan 

surat kecuali naskah dinas dalam bentuk piagam, sertifikat dan 

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. 

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 49 huruf b memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Bone 

Bolango, nama perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor 

faksimile, website, e-mail dan kode pos. 

Kop Naskah Dinas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 49 huruf c memuat sebutan nama Kabupaten Bone Bolango, 

nama Kecamatan, alamat dan nomor telpon, nomor faksimile, 

website, e-mail dan kode pos. 

Kop Naskah Dinas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

huruf d memuat sebutan nama Kabupaten Bone Bolango, nama 

Kecamatan, Kelurahan, alamat dan nomor telpon, nomor faksimile, 

website, e-mail dan kode pos. 

Bagian Ketiga 

Penggunaan 

Pasal 51 

Kop Naskah Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (1) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh 

Bupati Bone Bolango atau Wakil Bupati Bone Bolango. 

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam



(3) 

(4) 

  

SALINAN 
    
  

Pasal 50 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang 

ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, lembaga lainnya atau 

pejabat lain yang ditunjuk. 

Kop Naskah Dinas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

50 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh 

yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk 

Kop Naskah Dinas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh 

Lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk 

Pasal 52 

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) 

digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Staf Ahli 

Bupati 

BAB X 

SAMPUL NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Jenis 

Pasal 53 

Jenis sampul naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri 

atas: 

a. 

b. 

sampul naskah dinas jabatan, dan 

sampul naskah dinas perangkat daerah. 

Bagian Kedua 

Bentuk, Ukuran dan Isi 

Pasal 54 

Sampul naskah dinas Jabatan dan sampul naskah dinas Perangkat 

Daerah berbentuk empat persegi panjang. 

(1) 

Pasal 55 

Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas 

perangkat daerah meliputi: 

a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm, 

b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 

cm, 

c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 

18 cm, dan 

d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 

14 cm.
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(2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menggunakan kertas casing dengan warna: 

a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dan 

b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b. 

Pasal 56 

(1) Sampul naskah dinas Jabatan berisi lambang negara berwarna 

kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, 

faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas. 

(2) Sampul Perangkat Daerah berisi nama Pemerintah Kabupaten Bone 

Bolango, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat, nomor 

telepon, faksimile, e- mail, website dan kode pos dibagian tengah 

atas. 

(3) Sampul UPTD berisi nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, 

nama Perangkat Daerah dan UPTD yang bersangkutan dan alamat, 

nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian 

tengah atas. 

BAB XI 

PAPAN NAMA 

Bagian Kesatu 

Jenis 

Pasal 57 

Jenis papan nama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango 

terdiri atas: 

a. papan nama Kantor Bupati : dan 

b. papan nama Perangkat Daerah. 

Bagian Kedua 

Bentuk, Ukuran, Isi 

Pasal 58 

Papannama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal S7 berbentuk empat persegi 

panjang. 
Pasal 59 

Ukuran papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 disesuaikan dengan besar 

bangunan. 
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Pasal 60 

(1) Papan Nama Kantor Bupati Bone Bolango sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 57 huruf a berisi tulisan Kantor Bupati Bone Bolango, 

alamat, nomor telepon dan kode pos dan bertuliskan dan kemudian 

tulisan latin setiap baris. 

(2) Papan Nama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b berisi Pemerintah 

Kabupaten Bone Bolango dan nama perangkat daerah yang 

bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos. 

Bagian Ketiga 

Penempatan 

Pasal 61 

Papan nama kantor Bupati, Perangkat Daerah ditempatkan pada tempat 

yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk 

bangunannya. 

Pasal 62 

Papan nama untuk kantor Perangkat Daerah yang didalamnya ada 

beberapa kantor yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, 

dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama Perangkat 

Daerah. 

BAB XII 

PERUBAHAN DAN PENCABUTAN 

Pasal 63 

(1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas dilakukan berdasarkan 

bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis yang akan 

dirubah / dicabut. 

(2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, 

mengeluarkan naskah dinasnya atau oleh pejabat diatasnya. 

BAB XIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 64 

Bentuk dan Susunan Naskah Dinas, Penempatan, Paraf dan Penulisan 

Nama serta Nomor Surat, Bentuk Ukuran dan Isi Stempel, Bentuk 

Ukuran dan Isi Kop Naskah Dinas, Bentuk Ukuran dan Isi Sampul 

Naskah Dinas, dan Bentuk Ukuran dan Isi Papan Nama sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, 
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Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 65 

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone 

Bolango Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, di cabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 66 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 

Ditetapkan di Suwawa 
pada tanggal 15 Januari 2021 
BUPATI BONE BOLANGO, 

ttdtcap 

HAMIM POU 

Diundangkan di Suwawa 
pada tanggal 15 Januari 2021 ——- 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, 

ttdtcap 

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si 
PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP. 19641106 199103 1 005 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 5 

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya 
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango 

Asisten Bidang Pemerintahan 

  

NIP. 19730 6 200604 1 031
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 
NOMOR : 5 TAHUN 2021 
TANGGAL : 15 Januari 2021 
TENTANG : PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATENBONE BOLANGO 
  

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, 
PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj, PARAF, PENANDATANGANAN, 
BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL 

NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA 

I. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS. 

A. BENTUK NASKAH DINAS 

1. FORMAT PERATURAN DAERAH 

  

BUPATI BONE BOLANGO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH BONE BOLANGO 
NOMOR ..... TAHUN ...... 

TENTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO 

Menimbang : a. Bahwa .........ii.ooocooooooo@anaan 

c. Dan seterusnya 

Meningat s 4, Undang-Undang NGMOF mso0oroowusesowasaswn 

2. Peraturan Pemerintah NOMOT .......ccoooooooooo 

Dengan persetujuan bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BONE BOLANGO 
dan 

BUPATI BONE BOLANGO 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : Peraturan Daerah Tentang ...oocooooo.ooooooooo.oo.co... 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

2 Honor Oa 

IL ngan ea emo mangan 
CRT nda MENANTI Me NS Manah SENAR 

BAB II 
(dan seterusnya) 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar 
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
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dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone 
Bolango. 

Ditetapkan di........J... 
pada tanggal.................... 
BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA 

Diundangkan di........... 
pada tanggal............... 

SEKRETARIS DAERAH 

NAMA 
Pangkat 
NIP. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
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FORMAT PERATURAN BUPATI 

  

BUPATI BONE BOLANGO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 

NOMOR .....TAHUN .... 

TENTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO 

Mengingat 25 Dah aon enanan na resa $ 
D' OANWA oo... non 20 wane rana Sa TEA NETal KAB aman Na s 

c. dan seterusnya 
Mengingat a. Undang- Undang ...........oooooooo : 

b. Peraturan Pemerintah ............ooo : 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG....... 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
UTP SeBuran gor omenesMemONseee Naas NANANG SAK ESEK EA 
MAN MA EENeNERn nam ra emang NE REk AMA AN RERN RT PRE ESA mana 

BAB II 
(dan seterusnya) 

oo oecanuuusuanussuuuanaunannunannanana 

BAB II 
(dan seterusnya) 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

 



Diundangkan di 
pada tanggal 

coc. 

...u..on.. 

SEKRETARIS DAERAH 

NAMA 
Pangkat 
NIP. 
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Ditetapkan di.................. 
pada tanggal 
BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
TAHUN ....oncan.. NOMOR sewonengngo0aaunan 

..cocoon...n.rom.x 

 



3. 
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FORMAT PERATURAN BERSAMA 

  

BUPATI BONE BOLANGO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BERSAMA BUPATI BONE BOLANGO 
DAN BUPATI/WALIKOTA oo oo 

NOMOR .......... TAHUN ane 

NOMOR .......... TAHUN ssasessssssa 

senccccccococcoccocccrasanusananananananananananananasananaaaan 

Menimbang 

c. dan seterusnya 
Mengingat 1 Ih Undang Undang momen 

2. Peraturan Pemerintah ................ooooooo 

3. Dan seterusnya 
Memutuskan 

PERATURAN BERSAMA BUPATI BONE BOLANGO Menetapkan : 
DAN BUPATI/WALIKOTA “...oooooWoooooo 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

oo ooooocococcocococooocom co 

s.ocooooocooococranarannararnnanana nana anne n aan nana



  

    
  

ILY one man lgs aan : 
(RP serggp ye01nvese ne nsumaan ena unnna na ank en UNTAN AR 1 
(3) dan seterusnya. 

Pasal 

BAB II 
(dan seterusnya) 

Peraturan Bersama Bupati Bone Bolango dan Bupat/ Walikota 
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan 
penempatannya dalam (Lembaran Daerah/ Berita Daerah) 

DEA KAN Gi mane neranasarsssnn 
pada tanggal...................... 

BUPATI/WALIKOTA ...... BUPATI BONE BOLANGO 

Diundangkan di .......... 
pada tanggal.............. 
SEKRETARIS DAERAH (Pemrakarsa) 

NAMA 
Pangkat 
NIP. 

BERITA DAERAH KABUPATEN (Pemrakarsa)...... ....... 
TAHUN .eooa sean NOMOR ec ena ir andn 

4. CONTOH KEPUTUSAN BUPATI 

  

BUPATI BONE BOLANGO 
KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO 

NOMOR “oo co 
TENTANG 

soccer acununanuransunanananananna nan anenanana anna nana 

Menimbang biak MW. ono eme menes ana makam Ma magis ERRS
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    c. dan seterusnya. 
Menimbang 1 1. Undang- Undang ........ii.oooooooo”oo Woo : 

2... Peraturan Pemerintah na : 

MEMUTUSKAN : 
MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG... 
KESATU : 
KEDUA 
KETIGA 

KEEMPAT 
Ditetapkan di soiose0wi 
pada tanggal................ 
BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA 

5. CONTOH INSTRUKSI BUPATI 

  

BUPATI BONE BOLANGO 
INSTRUKSI BUPATI BONE BOLANGO 

"occoooocooooccccoccnanuunuukannauan nana enek aan na eaaa nenen kanan an nana nana anna 

socoocococococococococccocmococanuanannannnana nana anna anna aan nana nana ana nana nana 

dengan ini menginstruksikan : 

Kepada | Ii mera aanamaa 
PA BP AA PIL NAS YNA 
ARA KLAN MAN MENA LA MENNNA MEN PEN MaNENAY 

Untuk 

KESATU Ab aaabanNaER NE AA NS RN BNN 

KEDUA | Pen EUR SAE UN KANAN SARA 

KETIGA : dan seterusnya, 
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di... 
pada tanggal................. 
BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA
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6. CONTOH SURAT EDARAN 

  

BUPATI BONE BOLANGO 

  

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 
Kepada 

#0oocoooococcoocccocoocesanananannan 

soo cococococococoanuuuauuana 

snoooococcccococoan 

oo assusuuuuauauuanann 

soo oooooco.c.cococoo.ccocococoocannanana 

socococococeneseneneneenan aan eneeeanaka kake ean aan a aan akan nan ana na ananan ata nanan ena nana ana aan anna 

oo oocococococoo conan nana nana RR RR RR Ra Rn ena 

ococcccocococcssnunansasansasaranaaaanaeareaaena rena renaa enakan ean akan ena n anna anakan ana n nana ana n aan 

s0cococcoococccoccocccanuanuanunanun aan nana anna an ana en aan ana naa an aan anna nan nana nana anna 

Cenacenakkanesakanaeaaeaaa aan aaan Kanan aa aka enakan eaatan aan nan en kanan anna aan aan ana nan anna naa nana n nana nan anna 

senecanecannennuneaaananaserennanananan nana anna nana nun aan anna an eana nanas asean an naa nana an nana na an nenen ananaan ana 

BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA



7. CONTOH SURAT UMUM 
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BUPATI BONE BOLANGO 

  

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

soo. ananauasanunananananannan anna rananana nana aa naa aaaanana 

.0ocoocoocoooooccananunnnnuuaranranaa an kana naa naa nenek aa anna nana nana nana aan 

s0. oocrorcocrrnnanananan anna Rn anna 

ooococcoccccococoo.coocomcasunanunasuanussananannrasunnaanaaaaaauaana 

"oooococecunganananan nan uan sunan uaananasananasana sana nanananaaananananaaaanasauaa 

.oococococcooococcocccunsuanuanansauunnannanaasananaananasanaannaaananaaaananaanaaananaa 

oocooooooooooocornunuarunnnnnaranaranananeanaan nana nana rana n anna ana nan anna anna 

oo ococococococcococcococ#ocarsusanauasasananananananaanauanan 

BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA 

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 1 Kec. 
Suwawa 

Website : www.bonebolangokab.go.id
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BUPATI BONE BOLANGO 

  

SURAT KETERANGAN 

NOMOR “an... oom nana 

Yang bertandatangan dibawah ini : 
a. Nama AKAN PAT EUNKEN ANAK KN IN SANATA RENT N AGAR UE 

b. Jabatan Ti anna NE 
Dengan ini menerangkan bahwa 
a. Nama/NIP | Arm JNE arsa 
b. Pangkat/Gol N mw union man asa 
c. Jabatan SAN ANNENLAN ANAK LENANA NON SEKEN EN 

MOU. insnanenenneeneraawamae Kamen eae ANN ANLUNNETNELE SKA AURA 
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan 
seperlunya. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA
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BUPATI BONE BOLANGO 

  

SURAT PERINTAH 
NOMOR: semuaa 

Nama 3 ewean wanna nasa Oanan PETA KA ESAI Bahana Ne A UBK END EU NA BBTEN Ag 

(Yang memberi perintah) 
Jabatan : Bupati Bone Bolango 

MEMERINTAHKAN 

Kepada 
a. Nama 5 Gennna hasan nan RARE AB SANBNE SEN Ul KAK MEA N Oa URRO se nek 

b. Jabatan AN NA AU AN TN AA HAN BNN AA 
Untuk 

Ditetapkan Ol sm 
pada tanggal............J..... 

BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA 
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10. CONTOH SURAT IZIN 

  

BUPATI BONE BOLANGO 

  

Dasar 

Kepada 
Nama 

Jabatan 

Alamat 

Untuk 

SURAT IZIN BUPATI BONE BOLANGO 
NOMOR seserttoroesenssgesitgkoneman 

so.ooooocococccooooccanunnurananananananananan nana aana nana 

oo ocamunsuuusuanusunananasanasanasananaaaaan 

s0.ooooooooooo.co oo nnnnann anna ana n ana na 

so.oocorcooccoocooocoocococ.c.ococococcasanunana 

"..oo.occcococrccooooocooco(ccccccoc.cccocannunana 

... 

s0ocoococcccoccccoooccanusanunsanananananaan anna nara nananannana nana 

0m 

BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA 
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SALINAN 
      

  

BUPATI BONE BOLANGO 

  

SURAT PERJANJIAN 
NOMOR aa Pekat Jissasamnin Pee 

TENTANG 

Pada hari .............. , Tanggal ................. , Bulan LK Ko. 

dan. Tahi seen : bertempat di. sean , kami yang 
bertanda tangan dibawah ini: 
Na Merana EN Uk henna Na MORENA MEN GREKEK UNNES UNNES Run aama maan e Kk 
SEN BAENENSAS NN NAN BAN UAG PLAN KAN BENER SER AR NAN STA PIHAK KE I 

NN aan ENI 
Pa AI TIM AA TA TN TA ERA PIHAK KE II 

Pasal..... 

na ana AN NE NA EA (isi perjanjian) 

Pasal...... 

Penutup 

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, 
pada hari dan tanggal tersebut diatas. 

  

      

PIHAK KE II PIHAK KE I 

LISA TN TAN ATA Deal TENK Sana Calaa BUPATI BONE BOLANGO 

Materai 

NAMA JELAS Rp. 6.000 NAMA JELAS 

PANGKAT 

NIP 

Saksi — Saksi :



  

  

  
SALINAN 

    CONTOH FORMAT MAP 

  

  

  

    PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

     



12. CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS 

  

  
SALINAN 
  

  

Dasar 

Kepada 

Untuk 

NOMOR so..ooocccocororocana 

o.coccococococoococorrnuurarunuurannaanrananaraneanananaa nan nanaan anakan nana 

soooocooocoooorcoranarananarreanananneaanenenananannerananaaunanaaaananeaaana 

s.ooooooooococcocococoomannsunuunsusanusnnnrununannanannanasaaanaaananuaaaaana 

1. Nama 

Pangkat/ gol 

NIP 
Jabatan 

o.oococooccccocooccooanunuuraruaruanananunnanana 

Co..ooooocoroeranununuananunasunanrenaaaranaanana 

2. Nama 

Pangkat/ gol 
NIP 

Jabatan 

sooocoococoococococococaranaranausursurnsusunsunanunurannanaaanaaanananana na 

..cocococococooococococoooccococococooc#c(coana 

somooocooorocoocococococccocornusasasuanuasasuasanuasananasunanaanasanananana 

Ditetapkan di...........J...... 
pada tanggal 

soo rasusarunusuauuuususuanana 

soo rsanuanuussuansuusuanuanannn 

..... 

..... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA 

 



  

SALINAN 
  13. CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)     

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

  

  

NAMA PERANGKAT DAERAH 

Ol mawea NO»xenin BE Dn atomnete Telp............ Fa... Kode Pos 

Website ...... e-mail..... 

Lembar ke 3 aa aa 

Kode No | aneka 
Nomor N Dane eenanaean gann 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
(SPPD) 
  

Pejabat yang memberi perintah 
Nama Pegawai yang di perintah 
a. Pangkat dan Golongan 

menurut PP No. 6 Tahun 1997 
b. Jabatan 
c. Tingkat menurut peraturan 

perjalanan 
4. Maksud Perjalanan Dinas 
5. Alat angkut yang dipergunakan 
6. a. Tempat berangkat 

b. Tempat tujuan 

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas 
b. Tanggal berangkat 
c. Tanggal harus kembali 
8 
9 

  

  

Sa
 
ne
e 

  

  

  

  

  

  

  

Pengikut 

Pembebanan Anggaran 
a. Instansi 
b. Mata Anggaran 

10. Keterangan lain-lain 

  

  

  

      
Dikeluarkan di 

Pada tanggal 

NAMA JABATAN 

NAMA 
PANGKAT 
NIP



  

SALINAN 
      

SPPD No. Dsnceneneannenenesanaannaanaan 

Berangkat dari 
(tempat kedudukan) 

Pada tanggal | enanannananeanaananananannaan 
Ke D ananannananaannanananaananaaan 

Selaku pelaksana Teknis kegiatan 

  

  

  

II. Tiba di P nngnannnananananananannaan Berangkat dari: .......iiiiocnaakes 
Pada tanggal P anawannnnnannananaannaaanan Ke NP nnrrnnanansenanaann 

Kepala Pada Tanggal P nnnnnnnnanannanaanan 
Kepala 

III. Tiba di D nnanannnannanananananaanaan Berangkat dari: ......oooooooo.o 
Pada tanggal | nnawanannananennanananaann Ke P nenannnanannananannan 
Kepala Pada Tanggal B nngnnnnnnanananaanann 

Kepala 
IV. Tiba di HP nnnanennnnannannnannnanaan Berangkat dari oo 

Pada tanggal: Loco Ke P nnnnnnnanannaannnann 
Kepala Pada Tanggal D nannnnnnnnannananaaan 

Kepala 

  

V. Tiba kembali di : 
Pada tanggal : 
manggonoresesoovenoooeesananovonengnoencenaooeooan 

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa 
perjalanan tersebut diatas benar dilakukan 
atas perintahnya dan semata-mata untuk 
kepentingan jabatan dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya. 

NAMA JABATAN 

NAMA PEJABAT 
PANGKAT 
NIP 

  

VI. CATATAN LAIN-LAIN 

  

VII. PERHATIAN 

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan 
perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal 
berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan 
peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi 
akibat kesalahan, kealpaannya.



  

SALINAN 
      

14. CONTOH SURAT KUASA 

  

BUPATI BONE BOLANGO 
————XLXLLLwLw 

SURAT KUASA 

NO1AOr 1 sn en mm W#. 

Yang bertandatangan dibawah ini : 

a. Nama SI Agan areata Keaena AKN EN A TEA Se ASN SESUSN TU 
b. Jabatan 1 Kawan aNaanN nana N EN ENN EN SEN NN NK Kanan Nasa aa 

MEMBERI KUASA 

Kepada : 

a. Nama 3! eeennannn anna Ne Naa Naa Naam B Nas UAN 

b. Jabatan Ni nara ran anna Ba nan TES EN Ba Ken Ea GW oa assa 

c. NIP Naa RN NKB NN 

Untuk 3 anna Ba EEN SNN KUTA aN TEN EN NUN Tau 

cocoa sususussassanasansanasasananasunanaansaKanaaaaaa 

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Yang diberi kuasa Yang memberi kuasa 

NAMA JABATAN BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA NAMA 

PANGKAT 
NIP



  

SALINAN 
      

15. CONTOH SURAT UNDANGAN 

  

BUPATI BONE BOLANGO 
——————————————&w  LGiGiiG£GCLi www 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

aan SNN Na ea 

Lampiran Ri Za Hal : Undangan di ..cccco.ororcoccc.cc.mana 

KnlJv rss 

Tabepal. Sena nan 

Pukal oo Scene 

Tepat otaku 

ATCAA.. ————Soooconemersenvanaan aa Near NAN mPaNa 

BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA 

Catatan 
Ti) sawangan AN aaaN Nasa



  

SALINAN 
      

16. CONTOH SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS 

  

BUPATI BONE BOLANGO 

  

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama | Kanan aan an RENA NB BB 

NIP 

Pangkat/ Golongan 
Jabatan ente mawas aNa AN MMNNUNNNN EM eaNeReN Banua 

0 ..ooccoccocororoccoccoccranunuuunnuananunananna 

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 

Nama | es0wawssnsomoyase aan eaNKenensneawa 
NIP | SE NLANANANNEANAANENNAMAMENKALETANEMNNENENPNN ANAK 
Pengkat/Golongan | mewowesmaemnaa 
Jabatan NN ENI ANTA ANAEAN AAA 

Yang diangkat berdasarkan: peratiitah. ......o.oooooo.o.o.oo.oooooooc Nomor 
aan Terhitung... telah nyata 
menjalankan tugas Sebagai .......cooo..oo.—#o.c.o.o.. 

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan 
sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan 
apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang 
berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian 
tersebut. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI BONE BOLANGO



  

SALINAN 
      

16. CONTOH SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS 

  

BUPATI BONE BOLANGO 

  

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama DN ame manaleeon erat AYU MN SO Bare ALAN MALUN Wa sera 

NIP 

Pangkat/ Golongan 
Jabatan Naa 

0 .orerecenenenenenenaeneanereKanuanenasasaanasaaunaa 

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 

Nama Di eeaa mean kemaam ba RE NTKN NT Ta Ra Lian HENNA UE 

NP 5G ewean enak rnessanrann 

Pangkat/Golongan  ? ....oooooooo.ooooWooWomomnaaaaaan 
Jabatan Ii Me AN EN A 

Yang diangkat berdasarkan peratutan we iaooam ena Nomor 
Panam la Yefhitung..ooommoooooooocooooocmce TEA siyata 
menjalankan tugas sebagai ....................o.. 

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan 
sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan 
apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang 
berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian 
tersebut. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA



  

SALINAN 
      

17. CONTOH SURAT PANGGILAN 

  

BUPATI BONE BOLANGO 

  

Nomor 

Sifat 

Lampiran 
Hal 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Pengilan oo oo —— |Jewonwee 

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor 

Tempat INA 

Menghadap 
kepada enam Ran 

Alamat Iss 

ooooccccccocococcoooco cr arununarararanananarana nana nanana rana naaaanananan 

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian 
sepenuhnya. 

BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA



  

SALINAN 
  18. CONTOH NOTA DINAS     

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
NAMA PERANGKAT DAERAH 

all sasa Morena KA Diana Telp Fan Kode Pos... 

  

  

  

coc ocococococorsasunsusunasananaraaaaaaaaasananaKanenn sana nanaaKenasanasanaanan ea nananaaanna 

soo ocaruunununasuaranunanananananesenuenenesakan anakan kanan aan ana nana naa na nan anna anna anna anna 

so.ooooococererununuunuaauaaanenerenanannaraearenenenaa na aaaen nenen an ana nan senana aan aa na nan ana nanaa aan naa nana anna 

sococococororococerusanaanananeKananenaenesanenesenaara nee renaeaaaaaKananaanen asas eaenanana 

socoococococcococaranansasanasananannaanananasasanana na eananaaaaaa asa ranaasanean nasa naaa ana nanan an naaa anna 

socococoooooocococooocococ oo. acanusana 

NAMA JABATAN , 

NAMA PEJABAT 
Pangkat



  

SALINAN 
    
  19. CONTOH NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS 

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
NAMA PERANGKAT DAERAH 

Il saos NOsisisis KA oa Tetpi sena Panu Kode Pos... 

  

  

Nomor Naa aon Kepada : 

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS 

Disampaikan dengan hormat 5) SEEEEMRONNMNNNNNNNaN emas n maen RAN ANTENA RASA 
Tentang Tua NN NENEK SN 
Catatan 2 SAOS NN ene ne NNLeNNNaneLa RN nan 
Lampiran KN 
Untuk Mohon Persetujuan dan 
Tanda tangan atas DAA EN LEMAK NN Nae RENUNGAN EU NNS 

DISPOSISI PIMPINAN Kepala OPD 

Tindak Lanjut Staf NAMA PEJABAT 
PANGKAT 

NIP 

Catatan : Coret yang tidak perlu.



  

SALINAN 
      

20. CONTOH LEMBAR DISPOSISI 

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
NAMA PERANGKAT DAERAH 

Ol ica1a NG seose KA biso Nefpinesisnsan Faasissn Kode Pos... 

  

  

LEMBAR DISPOSISI 

  

  
  

    

Surat dari : Diterima tgl 
No Surat : No Agenda : 
Tgl Surat : Sifat : 

|) Sangat Segera (j Segera (J Rahasia 

Perihal 

Diteruskan kepada Sdr : Dengan hormat harap : oa 

an nana OU  Tanggapan/Saran 

Ka ea Ne HJ Proses lebih lanjut 

LI meopeeaamesa Hj  Koordinasi/ Konfirmasikan 

Dan seterusnya 

DI snnanannnnnnnnnnnnnneeemaanaaaaaaaan   
  

  
Catatan 

Nama Jabatan 

Paraf dan Tanggal 

Nama pejabat   
 



21. CONTOH TELAHAAN STAF 

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
NAMA PERANGKAT DAERAH 

  

  

  
SALINAN 
  

all, mesen No....... Kab.......... Telp............ Fax....... Kode Pos... 

  

I. ' Persoalan. 

II. / Praanggapan 

III. /'Fakta-Fakta yang mempengaruhi 

IV. Analisis 

V. Kesimpulan 

VI. Saran 

NAMA JABATAN 

NAMA PEJABAT 
Pangkat 

NIP 

 



  

SALINAN 
  22. CONTOH PENGUMUMAN     

  

BUPATI BONE BOLANGO 

  

PENGUMUMAN 

soorcoroococococorrusanurasusararanananraasanaa uan anasanaranaanasaaanan 

oo acananaranananna na ranananaan nana anna nana 

...ooooocococococcocococooooccansanuuuusunasanaunnaranaananaananananaaann na aaan anna nana an aan nana ana 

sococococecococoooo.cococococoocococooocoococecunananasansusuaruranssnnsassasasaaanananaanananeusasanunaanasanananan 

s0.oocooococococococoococananunuanaurananarananaaearasanen karen earaanauanaaa 

0oooooocooococananuunrananananananananankanen anakan ann nana n anakan nana ane aan aan na nana nana anna nana nana 

socccocococomcenanansassauauranananasanasanasanaanuaananaen aan aaaanaanuaaunaaaa 

BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA



23. CONTOH LAPORAN 

  

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
NAMA PERANGKAT DAERAH 

  

  
SALINAN 
  

  

Il. 

III. 

LAPORAN 
TENTANG 

so.ococococococoococcasasuususuunanananaana aan a nana aanan aa aananaaaa 

Pendahuluan. 

A. Umum/latar belakang 

B. Landasan Hukum 

C. Maksud dan Tujuan 

Kegiatan yang dilaksanakan, 

Hasil yang distempelai, 

Kesimpulan dan Saran 

Penutup. 

Dibuat di 
pada tanggal 

Nama Jabatan 

NAMA PEJABAT 
Pangkat 

NIP. 

...... 

 



24. CONTOH SURAT REKOMENDASI 

  

  
SALINAN 
  

  

s.oooocococococococcocccooccccoococcansanuunsususuananusausunuann 

#0oooooccoccccccocrranunananuasranaanana nana nana anna aan an en nana nana 

ooorcococococcococsanananaruananananananuna sasa nananaaan aan nanana 

soo sssusunsuansanunsasasunasa sunan anananneuanaauua 

oo ocooco.ccccocoococococsunnsanananarannnnnnrnena nana anna rana n na rananan nan anna 

noor runanuanuuuuananaanannanaan aan aaaneranennan ana anananan 

soo... 

..ooror.. 

sc... 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA 

 



  

SALINAN 
    
  

25. CONTOH SURAT PENGANTAR 

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
NAMA PERANGKAT DAERAH 

SK senwama No....... Kab........... Telp............ Kan Kode Pos... 

  

  

occoccocoocococococococoecocococococooo... 

  

  

          
  

NOMOR sewenonnewaa 

No. Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan 

Diterima tanggal................ 
Penerima Pengirim 

Nama Jabatan, Nama Jabatan, 

Nama Pejabat Nama Pejabat 
Pangkat Pangkat 
NIP NIP 

NO KOEPO0 ema



  

  
SALINAN 

    

26. CONTOH RADIOGRAM 

  

FORMULIR BERITA 

Registrasi NO... 

PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT 

  

        
secvovanannnas0Kanooopannoooe 

  
  

  

  

  

DARI 0 anaranaan 

UNTUK Pakan 

TEMBUSAN 5 aneka 

KLASIFIKASI : SEGERA 

Nomor ND ananannanananannasasakanan 

kan gama anna nana an an anna nana an an aan nenen aan anna nas an naa anna Naa aa ana n anakan an ana KMA 

pnnkanananan namun an aaa kanan an anna san en aan kanan an anaaaan TTK. 

sananan TTKann nana nnananannnannantana nana naa KM 

BBA 0 nnnnnannnaan A 

naa mannen pen aenaaaanaanaanan TTK 

TT Kan nnn an n mann tenan nan nanas aan ana aan an anna aan KM 

BBB 0 annaaan A 

knnanenananannnnamasa asas ana TIK 

CCC TTK DAN SETERUSNYANYA TTK HBS 

Tanggal waktu pembuatan 

No Kode Waktu Lalu Paraf 

Pengirim : Terima | Kirim | Lintas | Operator 
Nama : 

Jabatan 

Tanda 

tangan 

                
 



  

SALINAN 
    
  

27. CONTOH LEMBARAN DAERAH 

LEMBARAN DAERAH acc... 

Nomor ...... Tahun ........ Seri .... Nomor ......... 

PERATURAN DAERAH ................ 

Nomor : ......... 

TENTANG 

kanknanaanan sana nana aan sana dan seterusnya 

Diundangkan dalam lembaran daerah ..................Jo 

Nomor ....... Tahun ........ 
Seri ....... 

Tanggal.............. 
SEKRETARIS DAERAH BONE BOLANGO, 

NAMA PEJABAT 
Pangkat 
NIP....



  

SALINAN 
      

28. CONTOH BERITA DAERAH 

BERITA DAERAH 

Nomor ........ Tahun ........ Seri...... NOMOT Lorena caca 

PERATURAN KEPALA DAERAH BONE BOLANGO 
/KEPUTUSAN KEPALA DAERAH BONE BOLANGO 

socovecncangorcerannasnannggannananansunanusagnanaonaanooasonanona 

SEKRETARIS DAERAH BONE BOLANGO, 

NAMA PEJABAT 
Pangkat 
NIP 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

NAMA



  

  
SALINAN 

    

29. CONTOH BERITA ACARA 

  

II nenas emesememw an yang selanjutnya 
disebut 

Pihak Pertama (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan 
alamat). 

Ae rekam uan yang selanjutnya 

disebut 
Pihak Kedua. 

poor ooorecereuurauaananaananaeaaaneaeaaaneneaaananaranaa na nanan aa ananan nenen nana anananaaananana nana 

..ooococeceocecururuananeananaanaananaKaaaaaaranaanananaaanananan nana na naa naa anna nana naa nana ana n nana a anna 

..oooococcocococnsssunsususunuusananusasunusarasanaananaaunanananneananesanaaaanananaa ra ann nana anananann aan 

Berita  Acaraini dibuat dengan sesungguhnya dalam 
rangkap...... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Dibuat di... 

Pihak Pertama 

Pihak Kedua 

BUPATI BONE BOLANGO, 

NAMA PEJABAT 
NAMA 

Pangkat 

NIP. 
Mengetahui/ Mengesahkan 

NAMA 
PEJABAT 

Pangkat 
NIP.



  

  
SALINAN 

    

30. CONTOH NOTULEN 

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NAMA PERANGKAT DAERAH 

  

  

Sky snawuan NO... ux.e Kota: wo. Yetpacooween PX... Kode POS... 
Website...... e-mail... 

NOTULEN 

Sidang/ Rapat OP oveteoseeenenereteneganemeonenann nasa tag ennennananesana 
Haslangga oo oo ee NMENMeMaNP ee AA 

Waktu Panggilan 
Waktu siding/rapat 2 corona 
Acara | Thn mnt e RAMA MEN an mnta SG UR ANABE AK Ua NA 

2. dan seterusnya. 

so.oooococororcororrrananununanananaanaaaananananaanaaaaanananana 

3. Penutup. 

Pimpinan Sidang/Rapat 

Ketua 

Sekretaris 

Pencatat 

Peserta Sidang/ Rapat 2 Tx menewaskan 
2. dan seterusnya. 

1. Kata pembuka 
2. Pembahasan 

3. Peraturan 

.o.cocoocccooccocccooocrussuuussuaususasususususunussunuasanunanananananan 

so.concocececenennaraaananansanananaaaaanaanananeaaaanaananaauaaaa 

so.ccooocococoorcocooocococoococcocococKsususuuusuaruanuanan 

..cocoocccccorcccocoorsuranunuuusuanusasuuasuananananananannananuuauananananaa 

PIMPINAN SIDANG/RAPAT 
NAMA JABATAN 

NAMA PEJABAT 
Pangkat 

NIP.



  

  
SALINAN 

    

32. CONTOH MEMO 

  

BUPATI BONE BOLANGO 

    

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI BONE BOLANGO, 

Tanda Tangan atau Paraf



  

SALINAN 
      

33. CONTOH DAFTAR HADIR 

a. Daftar Hadir Pertemuan/Rapat 

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NAMA PERANGKAT DAERAH 
Ok isa ica Kab aa Pelpaas Kantiss Kode Pos... 

  

  

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT 

Hari 

Tanggal 

Waktu 

Tempat 

Acara 

  

JABATAN 
NO NAMA /PANGKAT TANDA TANGAN KET 

  

IL 

2. 

9. 

Dan 

seterusnya 

          
  

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

NAMA JABATAN PIMPINAN 

PERANGKAT DAERAH, 

NAMA PEJABAT 

Pangkat 
NIP. 

 



  

  

  
SALINAN 

  
  

b. Daftar Hadir Harian 

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NAMA PERANGKAT DAERAH 
Il an. No....... Kab .......... Telpi sezarias Fax...... Kode Pos 

  

....... 

  

DAFTAR HADIR 

  

  

  

  

          
  

BULAN 
MINGG 
U 

TANGGAL 

NO| NAMA | PANGKAT/GOL KET 
piisipisiPr IsiprI|s 

1 2 3 4|5l6el7Itstoefiot til 12 

KEPALA SUB 
BAGIAN/ 
SEKRETARIS               
  

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

NAMAJABATAN 
PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH, 

NAMA PEJABAT 

Pangkat 

NIP.



34. CONTOH PIAGAM 

  

BUPATI BONE BOLANGO 

PIAGAM PENGHARGAAN 

Nomor : 

  

  
SALINAN 
  

BUPATI BONE BOLANGO dengan ini memberikan penghargaan kepada : 

Nama 

so.ocoocoocoocorcrranunauuuunnannanananaaauaranaaanananananaaaanananaaana 

soo scanunusansuunuananuanunsusasasasasanaananana 

NIP/NRP ea emas ms 

Jabatan 

..ooooocococococcocccoccrrananuuruunususnasansusnusuassnnanananananaanannanananunaan 

Instansi 

oo. runuunsuranuuusuananara nana nana anna 

socoooooceracasanaranenaauranaaanuananaaanaanaanaananaanananenasanunaaanaananaananeaasaanaanuaranananana 

socomeoeecococooocccococccoccanassssusususuusususuaususussanassusasnuanasunanaanananana suasana ana naananananaana 

#0cococooccoccoococananuunusuuruusanasuansananasnnaaaanananaaa nana nana naa nana anna nana anna nana nana 

....... 

..ooorocorc.c.rx 

...ooccooraKana 

..oorcorcrocaKa 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI BONE BOLANGO, 

NAMA 

 



  

SALINAN 
      

35. CONTOH SERTIFIKAT 

  

BUPATI BONE BOLANGO 

SERTIFIKAT 

Diberikan kepada : 

Nama 

NIP 

Instansi 

Sebagai/Atas partisipasinya dalam s.moo.oooooomoco.mmass 

yang diselenggarakan Oleh... oo... oomesisene dari tanggal 
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a. Penomoran Naskah Dinas 

Penomoran naskah dinas dilakukan pada tanggal ditandatanganinya 

naskah dinas oleh Pejabat yang berwenang. 

1. Penomoran Naskah Dinas yang Bersifat Pengaturan dan 

Penetapan 

Penomoran Naskah Dinas Arahan yang bersifat pengaturan 

dan penetapan (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, 

Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati) terdiri 

dari Nomor dan Tahun 

Contoh : 

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 

NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

senennucgoconaoneseragagenegoongunuocapengasayanganun 0 

Pemberian Nomor dilakukan oleh unit yang mempunyai 

fungsi hukum/Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupateri Borie Bolarigo untiik Nortior Peraturari Daerafi, 

Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupatidan Keputusan 

diluar bidang kepegawaian. 

Naskah asli yang sudah diberi nomor, disimpan di : 

- Unit yang mempunyai fungsi hukum untuk Peraturan 

Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama 

Bupatidan Keputusan diluar bidang kepegawaian. 

- Unit yang mempunyai fungsi kepegawaian untuk 

Keputusan bidang kepegawaian. 

Untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan, dapat 

disampaikan copy naskah dinas bersifat pengaturan dan 

penetapan kepada unit kerja terkait yang dilakukan oleh: 

- Unit yang mempunyai fungsi hukum untuk Peraturan 

Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati 
dan Keputusan diluar bidang kepegawaian. 

- “Unit yang mempunyai fungsi kepegawaian untuk 

Keputusan bidang kepegawaian. 

2. Penomoran Naskah Dinas yang Tidak Bersifat Pengaturan dan 

Penetapan 

Susunan penomoran naskah dinas yang tidak bersifat 

pengaturan dan penetapan terdiri dari tulisan nomor 

kode/indeks surat, kode Perangkat Daerah /Bagian, rormor 

urut sesuai buku agenda surat dalam satu tahun takwim, 

nomor urut bulan dan tulisan tahun 

Contoh : 060/SETDA-BB/020/1/2021 

Keterangan : 
060 : Kode Surat 
SETDA-BB : Kode OPD
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020 : Nomor urut sesuai buku agenda surat 

I : Nomor urut bulan (I-Bulan Januari) saat 
naskah dinas dikeluarkan 

2021 : Tahun saat naskah dinas dikeluarkan 

6 Perigurusan riaskah dinasyang tidak bersifat pengaturan 
dan penetapan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah 

sesuai bidang tugasnya. 

e Naskah dinasyang tidak bersifat pengaturan dan penetapan 
yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, dan 
Sekretaris Daerah disampaikan kepada Kepala Bagian 
Umum untuk mendapatkan penomoran. 

b. Nomor Halaman 
Nomor halaman naskah ditulis dengan menggunakan nomor urut 
angka arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan 

membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali 
halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah 
dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman. 

c. Tembusan 
Tembusan surat dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang 
menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat 
tersebut. 

d. Lampiran 
Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus 
diberi nomor urut dengan angka.Nomor halaman lampiran 
merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. 

II. PENEMPATAN a.n, u.b, Plt., Plh. DAN Pj. 

1. Penggunaan a.n”: 

a.n. BUPATI BONE BOLANGO 
SEKRETARIS DAERAH, 

NAMA 
Pangkat 

NIP. 

2. Penggunaan ”u.b”: 

a.n. BUPATI BONE BOLANGO 

SEKRETARIS DAERAH 

u.b. 

ASisSten ........J , 

NAMA 
Pangkat 

NIP. 
3. Penggunaan ”PIt.”: 

Plt.. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
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ASISTEN 2... , 

NAMA 
Pangkat 

NIP. 

4. Penggunaan ”Plh.”: 

Plh. BUPATI BONE BOLANGO 
WAKIL BUPATI, 

NAMA 

5. Penggunaan ”Pj.”: 

Pj. BUPATI BONE BOLANGO, 

NAMA 
III. PARAF DAN PENULISAN NAMA. 

1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis. 

a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh bupati, wakil bupati, 

sekretaris daerahi, asisteri, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala 

badan, inspektur dan direktur rumah sakit umum harus diparaf 

terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang 

untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan 

naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, 

penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas 

sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang 

akan menandatangani. 

b. naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan 

menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf. 

c. paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada 

lembar pertama. 
d. untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu 

halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat 

yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah 

pada sudut kanan bawah setiap halaman. 

e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang 

lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri 

kertas bagian bawah. 

f£ naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai 

lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis 

lampiran:surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah 

kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
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2. Pemibubuhar paraf koordinasi. 
a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang 

materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih 
dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan biro/bagian 
hukum pada setiap lembar naskah. 

b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya 
menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh 
pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit 
pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah 

c. paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat. 

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam: 

BUPATI BONE BOLANGO 

NAMA 

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk matrik: 

  

  

PARAF HIERARKHIS 

  

  

  

      

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

Contoh paraf koordinasi : 

PARAF PARAF 
KOORDINASI | KOORDINASI 

Bagian Dinas 

Bagian Badan 

Bagian Kantor 

Dst Dst               

3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas. 

a. penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dinas 

dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar, 

b. penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dinas 

dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar, 

c. nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional 

menggunakan gelar, NIP dan pangkat.
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IV. BENTUK DAN ISI STEMPEL. 

Bentuk Stempel 
Contoh Stempel Jabatan Bupati 

Xx : BUPATI 
XXX : LAMBANG NEGARA 
XX: BONE BOLANGO 

RD 

XX 

Contoh Stempel Jabatan Ketua DPRD 

xXx : KETUA DPRD 

XXX : LAMBANG NEGARA 

XX : BONE BOLANGO 

fr t 

XX 

Contoh Stempel Sekretariat Daerah 

Xx : PEMERINTAH KABUPATEN 
XXX : SETDA 
XX”: BONE BOLANGO 

. x 
XX 

Contoh Stempel Sekretariat DPRD 

Xx : PEMERINTAH KABUPATEN 
XXX : SEKRETARIAT DPRD 
XX: BONE BOLANGO 
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XX 

Contoh Stempel Perangkat Daerah 

Xx 

XX 
V. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS. 

Pencantuman Kop Naskah Dinas adalah sebagai berikut. 

1. Kop Naskah Dinas menggunakan Nama Jabatan 

Kertas dengan Kop Naskah Dinasnama jabatan dan Lambang Negara 
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani sendiri oleh 
Bupati atau Wakil Bupati Bone Bolango. Kepala Nama Jabatan 
berturut-turut terdiri dari gambar Lembaga Negara dan Nama Jabatan 
yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dicetak di atas secara 
simetris. Perbandingan ukuran Lambang Negara dengan huruf yang 
digunakan yaitu menggunakan jenis huruf Arial ukuran18 atau 

hendaknya serasi dan sesuai dengan ukuran kertasDan keterangan 
alamat menggunakan huruf Arial 10 

2. Kop Naskah Dinas menggunakan Nama Perangkat Daerah 
Kop naskah dinas yang menggunakan nama perangkat daerah, (terdiri 

nama pemerintah daerah, nama perangkat daerah dan logo Kabupaten 
Bone Bolango serta alamat) digunakan untuk Naskah Dinas yang 
ditandatangani pejabat yang berwenang. Kop naskah dinas ditulis 

dengan huruf kapital. 
Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama 

pemerintah daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3 : 
4, yaitu : 
a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14. 
b. tulisan nama perangkat daerah dengan huruf arial 18. 
c. keterangan alamat menggunakan huruf arial 10 

3. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut : 
Contoh 1 : Kop Naskah Dinas menggunakan nama Jabatan 
  

  

BUPATI BO NE BOLANGO 
           

Isi Surat 

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 1 Kec. Suwawa 
Website : www.bonebolangokab.go.id      
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Contoh 2 : Kop Naskah Dinas menggunakan nama perangkat daerah 

6 PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

SEKRETARIAT DAERAH 
Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 1 Kec. Suwawa 

Website : www.setda.bonebolangokab.go.id 

  

      

BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS. 
A.Jenis huruf yang digunakan pada amplop naskah dinas adalah 

Arial dengan ukuran : 
a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14. 
b. tulisan nama perangkat daerah dengan huruf arial 18. 

Cc. keterangan alamat menggunakan huruf arial 10 
Contoh Kop pada amplop naskah dinas 
1. Kop amplop naskah dinas Bupati Bone Bolango 

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NAMA PERANGKAT DAERAH 
Jl. oaoND.c.aorne Kab ......... . Telp Gaaanaan Fax...... Kode Pos.. 

Kn e-mail... 

  

      

  

      

Contoh Amplop naskah dinas perangkat daerah 
  

  
  

BUPATI BONE BOLANGO 
Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 1 Kec. Suwawa 

Website : www.bonebolangokab.go.id 
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PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

SEKRETARIAT DAERAH 
Irena MO.semase! KAB nenen Telp. Kaki Kode Pos....... 

  

Nomor : / / 

      

  

      

MUA sen son sa aa 

Stempel di - 

swenya KEREN NRENEaMN RN Ka Mess na 

VII. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA. 
1. BENTUK. 

Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi 

panjang 
Contoh : 

—T r— 
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2. UKURAN. 
Perbandingan ukuran huruf 3: 4. 
a. ukuran huruf “3 “ untuk tulisan pemerintah kabupaten. 
b. ukuran huruf “ 4 “ untuk tulisan nama satuan kerja perangkat 

daerah. 
3. BAHAN. 

1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan 
dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya. 

2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat 
menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen 
dan lain sebagainya. 

Contoh 1.Contoh Papan Nama Kantor Bupati. 

  

KANTOR BUPATI BONE BOLANGO 

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 4 Kec. Suwawa 
Website : www.bonebolangokab.go.id     
  

Contoh 2.Contoh Papan Nama Perangkat Daerah 

  

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

SEKRETARIAT DAERAH 

Pusat Pemerintahan Ji. Prof, Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 1 Kec. Suwawa 
Website : www.setda.bonebolangokab.go.id     
  

BUPATI BONE BOLANGO, 

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya ttdtcap 
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango HAMIM POU 

Asisten Bidang Pemerintahan 
u.b. 

Kepala Bagi kum fan Kerjasama 

    AKAYA, SH 
PEMBINAJIV.A 

NIP. 19730606 200604 1 031


